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Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksuddengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Ba.rat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai 

Pemcrintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
4. Bad an Layanan U mum Dae rah yang 01..,icul 

sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah _ 
Dinas/Badan daerah di lingkungan Pemerintah 
dalarn memberikan pelayanan kepada 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan 
keten tuan pengelolaan daerah - 

5. Rumah Sakit Daerah yang 
Daerah Dokter Soedarso dan Rumah Sakit 

6. Pemimpin BLUD adalah pejabat 
bertanggung jawab atas pelaksanaan _,.,.~AA,~.~~~·-~~·-'-4 
dengan sebutan disesuaikan nomenklaturyang 

7. Unit Kerja Pengadaan Ba.rang/ Jasa Provihsi 
selanjutnya disingkat UKPBJ adalahBiro 
Pernerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

8. Pola Pengelolaan Keuangan · Badan · Layanan 
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola 
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan 
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan 
masyarakat dalam rangka memajukan 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengelolaan keuangan daerah. 

9. Pengadaan Barang/ Jasa Badan Layanan Umum 
disingkat PBJ-BLUD adalah kegiatan 1-1....,i.i;;c:cuct.cui 

lingkungan Pemerintah Provinsi -Kalimantari_·.-·Bara.t---. 
berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, .hasil 
lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, 
kebutuhan, persiapan pengadaan, sampai dengan serah 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
BARANG/JASA BADAN LAYANAN 
RUMAH SAKIT DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 



Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
pemeg311g kewenangan penggunaan anggaran. .. . . .· .. · 
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkatKPA adalahpejaba_t 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenang8Jl Penggt111a· 
Anggaran. . . . ·· ... · 
Pejabat Pembuat Kornitmen yang selanjutnya disingkat PPKa_dalahr)eja.ba.t 
yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengainbiL keputusan 
dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan peng;eluara11. 
311gg31·an belanja negara/ anggaran belanja daerah, . .. ·· . · ·· .·· .· .. 
Pejabat Teknis Kegiatan yang. selanjutnya disingkat PTK adalah. pejabat 
pada BLUD RSD yang melaksanakan 1 (satu] atau beberapa kegiataJidari 
suatu prograin sesuai clengan bidang tugasnya. . . ·. · · · 
Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat 
personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, 
Langsung, dan/ atau Espurchasinq. · . . 
Unit Pengadaan adalah unit yang dapat dibentuk oleh Pemimpin BLlJI) 
yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaa1:1 bararig/jasa . 
guna keperluan BLUD. . .... · .··· .· •· ..• · •. ··. .·.·.· >• ? 
Rencana Umum Pengadaan barang/jasa yang .sela11jtitnyadisingl{alRUP > 
adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksariak:an .. 
oleh Kementeriarr/ Lembaga/ Perangkat Daerah, ·· · · · ··· · · · ··· 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkafLPsE> 
adalah layanan pengelolaan teknologi informasi . untuk r11emfasilita,sL . · · 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. .. ··. · .: ·./ . · .. ··.···.· ./ ·<> ·· ii i : 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnyadisingkati\gIPa.dajah . . i >.:i 
aparat yang melakukan pengawasan melalui ·.•audit, reviu,pep1anta.ua.n, .• · .. •· . •.•i I i ) 
evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelehggaraan tugas .... ;· .. ': i··it 
dan fungsi pemerintah. . . . . . ..... •···· > ·.· ... ·.·· • • i ; . . .) .. 
Pengelola pengadaan barang/jasa adalah •Pejabat. Fungsional ya11~ diberL ./ \ii >; 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hal( secara penuh olehpejabatyang \ i / > 
berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa ..... · . ··· .. ·· .· ... · /> .i < } ) i i 
Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola y311g sela11jutnytt ciisebut. i(i( .. • \ 
Swakelola adalah cara memperoleh barang/ jasa yang dik.erjal{ari se11diri / ii .: ••· · · · · · 
oleh Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah, Kementerian jLe1nba.g;a i . 
/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, 'atau kelon1pok······ .·· 

::,~:::~a Swakelola adalah tim yang mertyeleriggaraltan kegia{~ •.. 
secara Swakelola. 
Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia .. .adalah · cara .. l11e111petolel~ . i iii) 
barang/ jasa yang disediakan oleh Pe1a1n1 U saha.. . .... ·.. . . ·.···.· -.' ·.· .. · .··.·.·.· .. ·· i ·• \ > > · > .· i 
Penyedia barang/jasa Pemerintah yang .selanjutnya .. disebut ... J?e.11yedia. /i ... : /. i\ 
adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarka11kor1trak.//····.····i· .. i i <\i 
Barang adalah setiap benda .· baik berwujud maupun tidal{ be1v1ujuct,i. : \ i 
bergerak maupun tidak bergerak, yang .dapat ••• diperdaga11gkan diJ:Jal{ai,) -: · .. ) / . i 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. ·· .. ··. . i / . < i < 
Pekerjaan Konstruksi adalah •keseluruhan .atau ..• sebagia11.kegi~ltaj1 ya11g•·ii·•• / ii 
rneliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pe1nbbngkarari, claJ1<··· .•.... : ii i <{ 
pembangunan kembali suatu bangunan. .: . . . . .' .. . .. ·. ii > ii i . L <; .. .. 
Jasa Konsultansi adalah jasa lay311311 profesional yang 111embut11hkari}{fahliaJ1 •.· ... • ·· . 
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamal<;:ariadanyaolahpikir. · .. 

18. 
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Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dalam ·· 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD pada RSD di lingkungan Pernerintah 
Provinsi Kalimantan Barat, 

Pasal2 

27. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan 
peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem 
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan 
suatu Pekerjaan. 

28. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan 
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan 
biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai. 

29. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah 
tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau 
toko daring. 

30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

3 1. Seleksi adalah metode pemilihan un tuk mendapatkan Penyedia J asa 
Konsultansi. 

32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya 
dalam keadaan tertentu. 

33. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah 
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rpl.000.000.000;oo 
(satu milyar rupiah). 

34. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk 
mendapatkan Penyedia J asa Konsultansi yang bernilai paling banyak 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lirna puluhjuta rupiah). 

35. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja 
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat .informasi 
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pernilihan 
Penyedia. 

36. Kontrak Pengadaan Ba.rang/ Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah 
perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK. clengan Penyedia a.tau pelaksana 
Swakelola. 

37. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan .tertulis 
yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan 
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang 
pembiayaan, penjarninan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia . 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di .. ·· bidang 
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 

38. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para · .·· 
pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya; sehingga . · 
kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, 
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Kl.RO l'~RANGl-:.AT DAERAH 
I'HJKUM N:MRM!ARSA 

(1) Pengadaan barang dan/ataujasa pada BLUD RSD yangbersumberdarii 
a. jasa layanan; · 
b. hibah tidak terikat; 
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; clan 
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 
diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau 
keten tuan peraturan perundang- undangan 
dan/ atau jasa pernerintah. 

Pasal 6 

(1) PBJ-BLUD pada RSD dilaksanakan berdasarkan 
bagi Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah. 

(2} Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada 
berdasarkan prinsip : 
a. efisien; 
b. efektif; 
c. transparan; 
d. terbuka; 
e. bersaing; 
f. adil; 
g. akuntabel; dan 
h. praktek bisnis yang sehat. 

Pasal 5 

BAB II 
PENGADAAN BARANG / JASA 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi: 
a. barang/ jasa; 
b. pengadaan; dan 
c. jenjang nilai. 

Pasa14 

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah: 
a. dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

BLUD pada RSD di lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat; . 
b. untuk memberikan flcksibilitas pada BLUD berupa pembebasan sebagian 

atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan . . · 

c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengadaan barang/jasa pada BLUD 
dengan menjarn.in ketersediaan barang/jasa yang .lebih bermutu, 1ebih 
murah, proses pengadaan yang scderhana, cepat dan mudah Sesufo dengarl 
kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD dalamrangka 
mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan perigembangan 
perekonomian daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat. 

Pasal3 
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-- . ··-· .. ·····,,.···~·· :: ..... t------· 
ASISTEN I·. KARO 

HUKUM ·PJtM 

(1) Pelaksana PBJ-BLUD terdiri atas: 
a. PA; 
b. KPA; 
c. Pejabat Pcmbuat Komitmen (PPK); 
d. Pejabat Pengadaan; 
e. Pokja Pemilihan; 
f. Penyelenggara Swakelola; 
g. Penyedia; clan 
h. Pihak lainnya, meliputi: 

Pasal 9 

Pasal 8 

(1) Pengadaa.n barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksanapengadaan. < . 
(2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada .ayat (lfdi1~<sarifik46/ 

oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk.melaksanakan 
pengadaan barang dan / a tau jasa BLUD RSD. .··· · · .•· .: > .: · .. ·· ; . < ···· ... 

(3) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud ·pada··.ayat (2) tetclid atas'. 
personil yang memahami tata . cai-a pengadaan, . . . .• subsians; ···•· 
pekerjaan.Zkegiatan yang bersangkutan clan bida.ng lain yang diperlukan.. 

BAB III 
PELAKSANA PENGADAAN 

f. 

e. 

d. 

c. 

Kebijakan PBJ-BLUD, meliputi : 
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ J asa; · · . . 
b. melaksanakan Pengadaan Ba.rang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, 

dan kompetitif; 
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, ·· 
elektronik; · . ·. · · · ·· · ·· .··· · · · ··· > · 
mendorong penggunaan barang/ jasa dalam negeri clan ·· Starida:r Nasional 
Indonesia (SNI); · -. · ··· · • •·· .· .·· 
memberikan kesernpatan kepada Usaha Mikro, Usaha kecii, darr Usa.hi 
Menengah; clan 
melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan, 

Pasal 7 

(4) 

(3) 

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) b~rt1.1juatr untuk 
menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu.ilebih 
murah, proses pengadaan yang lebih sederhana, cepat serta .rnudah · 
menyesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung · kelancaran •.. · 
pelayanan pada BLUD. . . . . 
Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal clari hibah terikat · 
dilakukan sesuai dengan: · 
a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau 
b. Peraturan Gubernur ini sepanjang disetujui pernberi hibah ... .: .·. . . · ... 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan PBJ-BLUD ·· sebagaimana 
dimaksud pacla ayat (3) diatur oleh Pemimpin BLUD RSD. 

(2) 
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(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf 
pengaclaan barang/ jasa memiliki tugas dan wewenang : · .· . . . .· 
a. menyusun perencanaan pengadaan; .... ·· ··•• •··.·.··· .· 
b. menetapkan spesifikasi teknis /KerangkaAcuan Kerja (KAR); 

Pasal 12 

( 1) KPA sebagaimana dima:ksud . dalam Pasa:1 9 ayat ( i) 
pengadaan barang/ jasa memiliki tugas dan wewenang : · .. 
a. melaksanakan pendelegasian sesua:i dengan -·.-····· 
b. mendclegasikan kewenangan kepada PPK terkait 

ikatan/perjanjian dengan. pihak lain dalam batas ....... ~;E,E,<·<L 

yang telah ditetapkan; dan · . .· .: . · · .: ··· < ... < > < 
c. bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada persoml yang mem.enuhi 

persyaratan untuk clitunjuk sebagai PPK. . 
(2) KPA ditetapkan oleh Gubernur. 
(3) KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis, Ahli, Tirri Pendukung.. 

Adrninistrasi, clan J atau pengelola keuangan. 

Pasal 11 

(2) 
(3) 

... 
-··· .. -· ... :: 

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dalam .: 
pengadaan barang/ jasa memiliki tugas dan wewenru1g : · · · · · · 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggai~ai1 .•. • .· 

belanja; ··· 
b. mengadakan ikatan Zperjanjian dengan pihak lain dah1111 batas 

anggaran belanja yang telah ditetapkan; 
c. menetapkan perencanaan pengadaan; · .. ·.·• · .. 
d. menetapkan dan mengumumkan RUP; 
e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/iJasa; •. · .. ··· .... ·.• .... · ..•... · .: > .· ....•. 
f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tendery Seleksi ulang g;~gal; .· .· 
g. menetapkan penyelenggara Swakelola; · ·. 
h. menetapkan PPK; 
i. menetapkan Pejabat Pengadaan; 
j. menetapkan Penyelenggara Swakelola; .. · .... .' 
k. menetapkan tim pendukung dan/atau tim/tenagaahli; dan .·· 
1. PA dapat bertindak se bagai PPK dalam hal tidak .ada personil 

memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK. · ·· · 
PA ditetapkan oleh Gubernur. · · · ·· > · 
PA dapat dibantu oleh Tim. Teknis, Ahli, Tim Peridukung, 
Administrasi, dan/ atau pengelola keuangan. 

(1) 
Pasal 10 

. .. .·. . .· . .· .· .... 

1. pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturanper{u1ci~g-·.··· 
undangan; atau . . ..•.... 

2. pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan PemimpinBLUD. 
(2) Pemimpin BLUD bertindak selaku PA/KPA pada BLUD RSD: . .'. · ·•.··. > 
(3) PA/KPA sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) dapat dibantu olehPPk flan 

Pejabat Pengadaan. · · 

. ·.: 
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KARO 
HUKUM l'EMRAKARSA 

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 
pengadaan barang/jasa memiliki tugas 'dan wewenang: 
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan 
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan 

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa --------, 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyarrupiah); 

c. melaksanakan persiapan dan pelalrnanaan 
pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling; 
(dua ratus lima puluh juta rupiah); dan 

Pasal 14 

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
memenuhi persyaratan sebagaimana 
perundang-undangan yang mengatur tentang 
Pemcrintah. 

(2) Dalam hal tidak dilakukan penetapan PPK.pacla 
yang menggunakan anggaran belanja dari BLUD, 
untuk melaksanakan tugas PPK. 

(3) PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar. 

Pasal 13 

(3) 

c. menetapkan rancangan kontrak; 
d. menetapkan HPS; 
e. menetapkan besaran uang muka yang akan 

Penyedia; 
f, mengusulkan perubahanjadwal kegiatan; .· . 
g. mcngusulkan Tim Pendukung darr/atau Tim/Tenaga Ahli; . 
h. melaksanakan Eepurchaeinq untuk nilai paling sedikit 

Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); 
i, mengendalikan kontrak; 
J. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh 

kegiatan; ·. . . . ··.·. . .· .... _ .. 
k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaiankegiatan kepada l?A/I{PA; 
1. menyerahkan basil pekerjaan pelaksanaan 'kegiatan · kepa.daiPlt/KPA 

dengan. berita acaTa penyerahan; . ·._ . • _· .·. __ .. ·._• .-... .. .-.·· •• > < 
rnenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan ( 
kegiatan sesuai dengan tata kelola arsip pacla BLUD RSD; ·· · · · · · 

rn. menilai kinerja Penyedia; ·· . 
n. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/.Jasa. . .... 
Selain melaksanakan tugas_ sebagaimana dimaksud Pa.da ayaL(l)! 
melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan darLPA/KPA, 111.elipUU: ii i . 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran . anggara.11 

belanja; clan •. · _ . . . . _ . .· _.· .· ... _.· _ ··. . .·_· .- .: - •. ·•. > 
b. mengadakan dan menetapkan pe1janjian dengan pihak lain dalant 

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. · _ _ _-·. ·_.· < > 
PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Thn Teknis,>AhU, Ti1n 
Pendukung, Pelaksana Administrasi, dan/ atau pengelola keuangan;. . . . 

(2) 
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( 1) Pen yedia se bagaimana 
memenuhi kualifikasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 

(2) Penyedia sebagaimana ,.u,.u"'u.'""'·"' 
a. pelaksanaan kontrak; 
b. kualitas barang/jasa; 
c. ketepatan perhitungan jumlah a tau volume; 
d. ketepatan waktu penyerahan; dan 
e. ketepatan tempat penyerahan. 

Pasal 17 

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud 
huruf f terdiri atas : 
a. Tim Persiapan; 
b. Tim Pelaksana; dan 
c. Tim Pengawas. 

(2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
menyusun sasaran, rencana kegiatan, .jadwal '-''-'''c:u.,..oc:u 

biaya. 
(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada 

melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, .. 
kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan 

(4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud padaayat(l 
mengawasi persiapan clan pelaksanaan ·· fisik 
Swakelola. 

(5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud 
dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/.Jasa. 

Pasal 16 

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .ayatI l ) hurufe ~dalah 
Pokja Pemilihan pada UKPBJ yang memiliki tugasdankewenangan: ..... · .... 
a. melaksanakan persiapan dani pelaksanaan pemilihan Penyedia kecffali 

Purchasing dan Pengadaan Langsung; • . .. · . .·· . . .: · .. · .. · .· · < ·.· ... · · .. ·. · · · · · 
b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metodepemiHhari··: .· ...•. -.. '. • 

1. Tender/Penunjukan Langsung . . untuk . • paket Pengada~n 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ .Jasa Lainnya· .. • dengafr</ nHai Pagtt. 
Anggaran paling banyak Rpl00.000.000;000,00 i(seratus rniliar. 
rupiah]; dan 

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket 
Konsultansi dengan .nilai Pagu Anggaran 
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah). 

Pasal 15 

bernilai .: melaksanakan E-purchasing yang 
Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

d. 
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.... ·._ .... 

Pada. saa.t Peraturan Gu bern ur ini mulai berlaku : · · .... · > .: 

1. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengadaar; Ba.raj-lg 
Dan/ Atau Jasa Badan Layanan Umum Rumah .Sakit J1wii<Pr6yirlsi -:' 
Kalimantan Ba.rat (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Bahit fahufr 2CJ18 
Nomor 37); dan 

Pasal 20 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

PBJ-BLUD RSD yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dad: 
a. jasalayana.n; 
b. hibah tidak terika.t; 
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan 
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

Pasal 19 

BABV 
PENDANAAN 

e. 

d. 

c. 

b. 

: l 
i 

. . . 

pengadaan baran.g/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuknilai sarnpai .. · 
dengan Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) da.pat dilakukan dengan 
pengadaan langsung atau e-purchasinq oleh pejabat pengadaan/pejabat 
yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD; . . .'. · .. · 
pengadaan jasa konsultansi untuk nilai sa.mpai dengan Rp250.()00;000;00 .····· · .: f 

(dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan .•: 
langsung a.tau e-purchasinq oleh pejabat pengadaan/pejabafya:ngditutiJuk ··.•·· .. · ! .• ·. .: .. [ 
oleh Pemimpin BLUD; . · . . ·.·. · •... . J 
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ja.sa lainnya dengan nilai diatas , .. i . -; · f 
Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan .metode pemilihan ·J ii . ··• J; 
lain selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dai.·. f h.1.eto'."d. "e; • · · ·1 · • i 
pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; '"' ·• .: .·.·•· .' ... .: ·· .• ·...• /< \ : · j i : ! 
pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp2SO:OOO:OOO)OO (dua >1, F 
ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode pern.ilihan Jain>. ·<f 
selain pengadaan langsung sesuai karakteristik pengadaan dan metode .. · ·· ··• H, 
pemilihan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; dan .· •··... > .·· . , · ,; 
dalam hal proses pemilihan penyedia dilakukan dengan metode peinilihan · 1 

). J 
tender/ seleksi/ tender cepat, . BLUD dapat menggunakan unit kerja · · -: · .i 
pengadaan barang/jasa untuk proses pemilihannya. ·· · · i 

a. . i 
-". ---- .. : i 

. ~ 

PBJ-BLUD pada RSD di lingkungan Pernerintah Provinsi Kalimantan Barat 
diselenggarakan berdasa.rkan jenjang nilai seba.gai berikut: 

Pasal 18 

BAB IV 
JENJANG NILAI 
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 

HARISSON 

SEKRETARIS DAEf<AH 
PRO NSI KALIMANTAN BARAT, 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal .::, 

Agar setiap orang mengetahuinya,. rnemerintahkan pengundangan Peraturan .. 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalh11a11.ta11 
Ba.rat. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal 21 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

2. Peraturan Gubernur Nomor . 127 Tahun 2019 tentang Pengadaan 
Barang/ .Jasa Badan Layanan Urnum Daerah Pada Rumah Sakit Urt1u111 
Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalirnantan Ba.rat .Tahun 
2019 Nomor 128). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal (l1, 
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